Hamim Salurkan BLT untuk 12 Ribu KPM, Masuk Tahap Empat untuk Warga Bonebol

https://gorontalopost.id/2022/10/10/hamim-salurkan-blt-for-12-ribu-kpm-masuk-tahap-empat-untuk-warga-bonebol/

Gorontalopost.id — Bupati Bone Bolango Hamim Pou menyalurkan Bantuan Langsung Tunai
(BLT) kepada 12 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh desa dan
kecamatan di Kabupaten Bone Bolango. Bahan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan itu tahap

empat sebesar Rp 900 ribu untuk tiga bulan.

Bupati Bone Bolango Hamim Pou berharap,agar masyarakat penerima BLT dapat menggunakan
bantuan tersebut sebaiknya-baiknya untuk membeli makanan yang sehat dan bergizi agar masyarakat
terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan.

“Saya berharap BLT ini jangan digunakan untuk membeli keperluan yang tidak mendesak, apalagi

digunakan untuk membeli rokok,”tegas Hamim saat menyerahkan BLT, pada Jumat 7 Oktober 2022.

Sementara itu, Wakil Bupati Merlan S. Uloli berharap dengan BLT ini dapat meringankan beban
masyarakat ditengah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). la mengatakan BLT ini

merupakan hak masyarakat Bone Bolango untuk menambah kebutuhan hidup.

“Bantuan ini bukan untuk membeli pulsa dan rokok, tapi gunakan untuk membeli bahan pokok sebab
suatu kebahagiaan bagi kita bisa melihat masyarakat bahagia dan sehat,”tandas Wabup Merlan
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Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK/07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, mengatur bahwa:

a.

pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran
Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat;

. pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa indikasi kebutuhan dana desa adalah indikasi dana yang perlu

dianggarkan dalam rangka pelaksanaan dana desa;

pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT
Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang
bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

. pasal 23 ayat 4 menyatakan bahwa penyaluran dana desa sebagiamana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan;

a) tahap | paling cepat bulan januari sebesar 40%;

b) tahap Il paling cepata bulan maret sebesar 40 %;dan

c) tahap Il paling cepat bulan juni sebesar 20%.

pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa bupati/walikota bertanggungjawab untuk menerbitkan surat
kuasa pemindahan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2)
huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran tahap | pertama kali;

pasal 32a ayat 1 menyatakan bahwa jaring pengaman sosial di desa sebagaiamana dimaksud
dalam pasal 32 ayat (1A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu

di desa sebagai keluarga penerima manfaat;

. pasal 32 ayat 5 menyatakan bahwa besaran BLT Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per

bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 bulan;

. pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32
ayat (1A) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan walikota/bupati;

pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi

prioritas telah di terpenuhi;
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J. pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait;

k. pasal 47a ayat 1 menyatakan bahwa dalam hal pemerintah desa tidak menganggarkan dan tidak
melaksanakan kegiatan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A ayat (2) , dikenakan
sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap 111 tahun anggaran berjalan;

I. pemerintah desa berstatus desa mandiri yang tidak mengangarkan dan tidak melaksanakan
kegiatan BLT dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi
berupa potongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan

didisalurkan pada tahap Il tahun anggaran berikutnya.
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